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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kebijakan pemerintah melalui Undang-Undang no 32 tahun 2004 tentang
pemberlakuan Otonomi Daerah adalah bertujuan untuk mewujudkan suatu
pemerintah yang bersih dan berwibawa (clean and good governance) dan
mengubah pola pembangunan nasional dari pola pembangunan yang bersifat
sentralisasi kepada pola pembangunan desentralisasi. Konsekuensi dari
pemberlakuan Undang-Undang no 32 tahun 2004 bahwa setiap daerah berwenang
untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerahnya sendiri namun tetap
dalam pengawasan pusat.Melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
dilakukan pengaturan yang bersifat afirmatif yang dimulai dari pemetaan urusan
pemerintahan yang akan menjadi prioritas daerah dalam pelaksanaan otonomi
yang seluas-luasnya. = Melalui pemetaan tersebut akan tercipta sinergi
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang urusan pemerintahannya

didesentralisasaikan ke daerah.

Sinergi urusan pemerintahan akan melahirkan sinergi kelembagaan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah karena setiap kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian akan tahu siapa pemangku kepentingan (stakeholder) dari
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian tersebut di tingkat provinsi dan

kabupaten/kota secara nasional.



Sinergi urusan pemerintahan dan kelembagaan tersebut akan menciptakan
sinergi dalam perencanaan pembangunan antara kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian dengan daerah untuk mencapai target nasional. Manfaat
lanjutannya adalah akan tercipta penyaluran bantuan yang terarah dari
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian terhadap daerah-daerah yang

menjadi stakeholder utamanya untuk akselerasi realisasi target nasional tersebut.

Menunjang kelancaran pelaksanaan otonomi daerah maka pemerintah
daerah membutuhkan sumber-sumber penerimaan yang memadai untuk
mendukung terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan.Sehubungan dengan peningkatan pelayanan dan pelaksanaan
pembangunan. Penambahan infrastuktur yang dilakukan pemerintah daerah
diharapkan dapat memacu pertumbuhan perekonomian daerah. Pertumbuhan
ekonomi daerah akan menstimulan meningkatnya pendapatan penduduk di daerah

bersangkutan seiring dengan meningkatnya pendapatan asli daerah.

Pelaksanaan pembangunan ' daerah' dapat - berjalan maksimal apabila
pemerintah daerah mampu mengolah dan memanfaatkan pendapatan asli daerah
dan mampu menggali sumber-sumber potensial yang dimilikinya. Sumber-sumber
potensial inilah sebagai modal utama bagi pemerintah daerah dalam menghimpun
dana, yang merupakan pendapatan asli daerah diwilayah hukum yang dikelola
secara professional dan transparan. Hal ini untuk mendukung operasionalisasi
dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang optimal serta program-

program Kkerja dapat berjalan.



Kota Bandung sebagai salah satu kota padat penduduk di Indonesia dan
tercatat sebagai pengguna kendaraan baik roda dua maupun roda empat yang
cukup tinggi jugamerupakan salah satu kota tujuan destinasi liburan tertinggi di
pulau jawa sehingga menyebabkan tingginya intensitas kendaraan keluar masuk di
kota Bandung. Melihat potensi tersebut kota Bandung berpeluang meningkatkan
pendapatan asli daerah dari sektor pajak parkir apabila dikelola dengan baik dan
benar.

Pajak parkir diberikan kewenangan untuk meningkatkan pendapatan
daerah, dan juga untuk kemakmuran rakyatnya dalam pembangunan daerah.
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah,dijelaskan dalam bab XII Pajak Parkir pasal 68 dijelaskan lebih lanjut
bahwa penerimaan parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan baik
yang di sediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang di sediakan sebagai
suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan
garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor, 05 Tahun;2004 Bab 2 Pasal 2,
yaitu:

1. Objek pajak adalah penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha yang disediakan
sebagai satu usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan
bermotor yang memungut bayaran.

2. Klasifikasi tempat parkir sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini

yaitu:a. Gedung parkir



b. Pelataran parkir
c. Garasi kendaraan bermotor yang memungut bayaran.
d. Tempat penitipan kendaraan bermotor.

3. Tidak termasuk objek pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat 1
pasal ini adalah:
a. Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat, pemerintah
provinsi dan pemerintah daerah.
b. Penyelengaraan tempat parkir kedutaan, konsulat, perwakilan
negara asing, dan perwakilan negara-negara internasional dengan asas
timbal balik.
c. Penyelengaraan parkir ditempat peribadatan dan sekolah serta
tempat-tempat lainnya yang diatur oleh walikota.

Pemerintah kota Bandung membuat kebijakan melalui Peraturan Walikota
Nomor 1005 tahun 2014 tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis
Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran Parkir. Dimana peraturan ini
diharapkan mampu meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak parkir
dan memperbaiki pengelolaan penyelenggaraan tempat parkir di kota Bandung
semakin tertata baik dan rapih.

Ketersediaan lahan parkir di kota Bandung belum tertata dengan baik dan
fasilitas untuk perparkiran juga belum memadai hanya sebagian kecil gedung
penyedia lahan parkir yang memiliki sistem parkir yang baik, melihat kondisi kota

Bandung sebagai salah satu kota madya tentu ini menjadi salah satu PR.



Selain itu sumber daya manusia pengelola perparkiran di kota Bandung
juga belum teratur dengan baik oleh pemerintah sebagai salah satu dampaknya
lalah munculnya para juru parkir ilegal di setiap ruas jalan sepanjang pasar,
tempat-tempat wisata, supermarket dan di berbagai titik keramaian di kota
Bandung. Para jukir ilegal ini memungut pajak parkir 100% untuk keuntungan
sendiri.

Pelaksaan dari kebijakan Peraturan Walikota Nomor 1005 tahun 2014
tentang Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di
Gedung dan Pelataran Parkir masih belum berjalan dengan baik berdasarkan data
dan dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dilapangan masih banyak
ketidaksesuaian peraturan yang telah ditetapkan pemerintah terutama dalam
Perwal no 1005 tahun 2004 dengan realisasi di lapangan diantaranya yaitu dalam
Bab IV pasal 4 harga sewa parkir kendaraan yang ditetapkan di tarif lebih tinggi
dari peraturan yaitu untuk kendaraan roda dua paling tinggi Rp. 1.500-, per jam
namun realita lapangan yang ditemukan oleh peneliti terutama di penyelenggaraan
parkir Gasibu kota bandung, dalam karcis yang tertera ialah tarif Rp. 3000-, untuk
kendaraan roda dua.

Tingginya angka pelanggaran parkir liar di kota Bandung terutama yang
terjadi di sepanjang jalan Kosambi, Ujung Berung dan beberapa jalan utama di
kota Bandung banyak dijumpai parkir liar di trotoar yang seharusnya
dipergunakan oleh para pejalan kaki. Sepanjang tahun 2016 tercatat pelanggaran
parkir liar oleh kendaraan roda empat sebanyak 2.435 dan pelanggaran oleh

kendaraan roda dua sebanyak 1.487 yang ditertibkan dalam patroli oleh tim Dinas



Perhubungan kota Bandung (sumber: sesi penertiban Dinas Perhubungan Kota
Bandung) menunjukkan pengelolaan perparkiran di kota Bandung belum berjalan

dengan maksimal. (Data diperoleh dari Dinas Perhubungan Kota Bandung)

Meningkatnya penyedia sarana tempat parkir di Kota Bandung yang tidak
membayar pajak atau tidak tercatat sebagai wajib pajak. Berdasarkan data yang
peneliti temukan yaitu pada tahun 2017 data wajib pajak aktif sebanyak 1581 dan
non aktif sebanyak 688tempat parkir (sumber Badan Pengelolaan Pendapatan
Daerah kota Bandung). Seharusnya angka wajib pajak parkir di kota Bandung
lebih dari angka tersebut karena banyaknya penyelenggara penyedian jasa parkir
yang di temukan di sepanjang pelantaran jalan atau gedung di kota Bandung.
Dalam Perwal no 1005 tahun 2014 dalam Bab VI Pasal 6 disebutkan bahwa
penyelenggara perparkiran wajib memiliki IPTP (lzin Pengelolaan Tempat Parkir)
yang berarti mengantongi izin dan tercatat sebagai wajib pajak parkir dan harus
menyetorkan pajak parkir sebesar 25% dari pendapatan dari parkir setiap
bulannya kepada pemerintahmelalui dinas yang telah di tunjuk. (Data diperoleh

dari Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung)



Tabel di bawah ini adalah tabel penerimaan pendapatan asli daerah dari
pajak sektor parkir dari tahun 2013 sampai tahun 2016;

Tabel 1.1

Target dan Realisasi Pajak Parkir Kota Bandung

TAHUN TARGET REALISASI PERSENTASE
2013 7.500.000.000.00 7.796.908.376.00 103%
2014 12.000.000.000.00 12.155.097.775.00 101%
2015 30.000.000.000.00 20.234.816.571.00 67,45%
2016 26.000.000.000.00 29.289.132.387 112,65%

Sumber: Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kota Bandung

Penyusunan target penerimaan pajak parkir dari tahun ke tahun selalu
meningkat dikarenakan meningkatnya pula jumlah para wajib pajak yang ada di
Kota Bandung. Apabila kita mengacu data diatas mengenai realisasi penerimaan
pajak parkir di kota Bandung Penerimaan Pajak Parkir beberapa tahun kebelakang
yaitu dari tahun 2013 s/d 2016 mengalami naik turun dan peningkatan yang
kurang signifikan, kemudian pada tahun 2015 penerimaan Pajak Parkir
mengalami penurunan yang sangat signifikan dari target.

Maka berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan
mengambil judul“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perparkiran di

Gedung dan Pelataran Parkir di kota Bandung”



B. Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka peneliti
mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini:
1. Perbedaan tarif parkir yang telah di tetapkan oleh pemerintah dengan tarif
parkir di lapangan.
2. Masih tingginya angka pelanggaran parkir liar di kota bandung.
3. Banyaknya penyedia penyelenggaraan tempat parkir yang tidak terdaftar
sebagai wajib parkir dan tidak mengantongi IPTP.
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang tersebut di atas mengenai berbagai
permasalahan dalam tata cara pemungutan pajak parkir, maka rumusan masalah

yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan tentang pengelolaan perparkiran di
kota Bandung?

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan
pengelolaan perparkiran di kota Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah peneliti

uraikan, maka tujuandari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan implementasi kebijakan

tentang harga sewa parkir dan pengelolaan perparkiran di kota Bandung



2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari implementasi
kebijakan harga sewa parkir dan pengelolaan perparkiran di kota

Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoretis
a. Mengembangkan administrasi daerah (otonomi daerah).
b. Untuk mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari oleh peneliti
dalam setiap perkuliahan di Fakultas limu Sosial dan Politik Universitas

Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pemerintah kota Bandung diharapkan dapat dijadikan masukan
dalam mengatur dan membentuk kebijakan-kebijakan yang berhubungan
dengan dinas pendapatan kota Bandung agar mengoptimalkan fungsi dan
peranannya.

b. Bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kota Bandung diharapkan
dapat dijadikan sebagai masukan dalam melakukan pemungutan pajak
daerah agar dapat meminimalisir kendala serta temuan solusinya.

c. Bagi umum hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu
pengetahuan dan informasi bagi pihak yang berkepentingan dengan

masalah yang diteliti oleh peneliti.
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F. Kerangka Pemikiran

Dasar pemikiran yang penulis lakukan dalam penelitian ini mengenai
implementasi kebijakan Perwal no 1005 tahun 2014 tentang tata cara pemungutan
pajak parkir. Penelitian diawali dengan mendeteksi atau menemukan adanya
permasalahan-permasalahan yang terdapat di Badan Pengelolaan Pendapatan

Daerah kota Bandung dalam implemetasi kebijakan tersebut, yaitu:

1. Perbedaan tarif parkir yang telah di tetapkan oleh pemerintah dengan tarif
parkir di lapangan.
2. Masih tingginya angka pelanggaran parkir liar di kota bandung.
3. Banyaknya penyedia penyelenggaraan tempat parkir yang tidak terdaftar
sebagai wajib parkir dan tidak mengantongi IPTP.
Pelaksanakan penelitian Implementasi Kebijakan Publik mengenai Tata
Cara Pemungutan Pajak Parkir peneliti menggunakan model implemetasi
kebijakan George Edward Ill. Edward mengajukan empat faktor yang berperan
penting dalam pencapaian ' keberhasilan  implementasi.Faktor-faktor yang
mempengauhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yaitu faktor
komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi (disposition),

dan struktur birokrasi (bureaucratic structure).

a. Komunikasi
Edward 11l dalam Widodo (2017: 97) komunikasi diartikan
sebagai “proses penyampaian informasi komunikator kepada

komunikan”. Informasi mengenai kebijakan publik menurut Edward
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Il dalam Widodo (2017: 97) perlu disampaikan kepada pelaku
kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang
harus mereka persiapkan untuk menjalankan kebijakan tersebut
sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan
yang diharapkan. Menurut Edward Il dalam Widodo(2017: 97)
komunikasi kebijakan memiliki beberapa dimensi antara lain dimensi

transimisi, kejelasan dan kosistensi.

. Sumber daya

Edward 11l dalam Widodo (2017: 98) mengemukakan bahwa
faktor sumber daya mempunyai peran penting dalam implementasi
kebijakan. Bahwa sumber daya tersebut meliputi sumber daya
manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber

daya informasi dan kewenangan.

Disposisi

Pengertian 'disposisi ‘menurut' Edward 11l dalam Widodo
(2017:104) dikatakan sebagai ‘“kemauan, keinginan, kecenderungan
para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh-
sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat
diwujudkan”. Faktor-faktor yang menjadi perhatian Edward Il
dalambuku Agustino (2012: 159-160) mengenai disposisi dalam
implementasi kebijakan terdiri dari Pengangkatan birokrasi dan

Insentif.
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d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi Edward Il adalah mekanisme kerja yang
dibentuk untuk mengelola pelaksanaan sebuah kebijakan. la
menekankan perlu adanya Standart Operating Procedure (SOP) yang
mengatur tata aliran pekerjaan diantara para pelaksana, terlebih jika
pelaksanaan program melibatkan lebih dari satu institusi. la juga
mengingatkan bahwa adakalanya fragmentasi diperlukan manakala
implementasi kebijakan memerlukan banyak program dan melibatkan

banyak institusi untuk mencapai tujuannya.

Empat faktor yang berperan penting dalam pencapaian keberhasilan
implementasi kebijakan menurut Edward Il tersebut, dianggap cocok untuk
menjawab permasalahan-permasalahan terhadap pelaksanaan atau implementsi
kebijakan dari Peraturan Walikota Bandung Nomor 1005 Tahun 2014 tentang
Harga Sewa Parkir dan Petunjuk Teknis Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan
Pelataran Parkir diKota BandungKemudian di harapkan dengan adanya hal itu,
penerimaan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah 'kota Bandung dapat
meningkat dengan signifikan.

Adapun untuk lebih jelasnya, kerangka berfikir penulis dalam penelitian

ini dapat dilihat pada gambar di bawabh ini:
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Administrasi Publik

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
Model Edward 111

(Widodo, 2017: 97)
v

Komunikasi Sumber Disposisi Struktur
Daya Birokrasi
[ I I ]

Meningkatnya Pendapatan daerah kota
Bandung dari sektor Pajak Parkir

G. Proposisi Penelitian

Berdasarkan kerangka berfikir tersebut, maka proposisi penelitian adalah
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Perparkiran di Gedung dan Pelataran Parkir
di kota Bandung menggunakan empat dimensi yaitu: Komunikasi, Sumber Daya,

Disposisi dan Stuktur Birokrasi.



